Uni versitas Indonesia Library >> U - Skripsi Menbership

Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Atas Transaksi Non-
Fungible Token SN FT) ditinjau dari Asas Kepastian Hukum (Certainty)
= Analysis of Collection of Income Tax on The Non-Fungible Token
(NFT) Transaction Based on Certainty of Law Principle

Sazkia Balhgis Kemalgjati, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui .ac.id/detail 71d=9999920517008& | okasi=I okal

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perbedaan pengakuan objek penghasilan atas transaksi non-fungible
token (NFT) antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pgjak. Kemudian, pada Maret 2022, pemerintah
menetapkan PMK Nomor 68 Tahun 2022 yang mengatur tentang pajak penghasilan atas transaksi aset
kripto. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan asas kepastian hukum dalam pengenaan
pajak atastransaksi NFT dan permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam pengenaan pajaknya.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivisme dengan teknik
pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah pemungutan
pajak penghasilan atas transaksi NFT belum sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum. Adapun
indikator yang belum memenuhi kepastian hukum yaitu materi/objek, subjek, pendefinisian dengan
menggunakan tafsiran otentik, penyempitan/perluasan materi, dan ruang lingkup. Selain itu, dalam praktik
implementasinya permasal ahan yang dihadapi pemerintah adalah kepatuhan pajak dan perkembangan
varias transaksi NFT.

...... The background of thisresearch is that there are differences in recognition of income objects for non-
fungible token (NFT) transactions between taxpayers and the Directorate General of Taxes. Then, in March
2022, the government issued PMK 68/2022, which regulates income tax on crypto-asset transactions. This
study aimsto analyze the fulfillment of the principle of legal certainty in collecting taxes on NFT
transactions and the problems faced by the government in levying taxes. The approach used in this study isa
post-positivism approach with data collection techniques through literature studies and in-depth interviews.
This study's results show that the income tax collection on NFT transactions still needs to comply with the
certainty of law principle fully. The indicators that have not met a certainty of law principle are
material/object, subject, definition using authentic interpretation, narrowing/expanding material, and scope.
Apart from that, in practice, the problems faced by the government are tax compliance and the devel opment
of variationsin NFT transactions.
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